BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dikemukakan beberapa
simpulan sebagai berikut:

1 Kemandirian perencanaan penyusunan anggaran pendidikan di SD IT Kecamatan
Buntulia Kabupaten Pohuwato telah terlaksana sesuai dengan prosedur. Dalam
penyusunan anggaran yang ada di sekolah dapat melibatkan seluruh personil yang
ada di sekolah baik dalam merencanakan dan menyusun anggaran sesuai petunjuk
dari yayasan itu sendiri dalam menyusun RAPBS.

2. Kemandirian pelaksanaan program anggaran pendidikan di sekolah sudah dapat
dilaksanakan sesuai dengan program kerja, setiap kegiatan pendidikan
disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, terutama pelaksanaan dana mandiri
yang bersumber dari yayasan yakni pengeluaran dan penerimaan berdasarkan
pada juknis yang diusulkan oleh yayasan sendiri.

3. Kemandirian melakukan pengawasan terhadap program anggaran pendidikan.
Pengelolah  keuangan  belum  secara  rutin  memberikan  laporan
pertanggungjawaban pengeluaran keuangan sekolah terhadap stakeholder
terutama pada laporan pertanggung jawaban dana mandiri yang bersumber dari
yayasan

4. Kemandirian sumber-sumber pembiayaan pendidikan di SD IT Kecamatan

Buntulia Kabupaten Pohuwato yakni (1) bersumber dari pemerintah seperti dana



bantuan operasional, dan bersumber dari yayasan (2) bersumber dari orang tua
peserta didik dalam bentuk iuran, dana sehat, dan kegiatan pramuka, (3)
bersumber dari komite sekolah dan partisipan pendidikan.

B. Saran:

1. Untuk kepala sekolah sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan dalam
pelaksanaan pengelolaan anggaran pembiayaan pendidikan

1. Untuk seluruh warga sekolah sebagai bahan masukan terutama kepala sekolah,
bendahara tentang substansi keterlibatan komite sekolah dari perencanaan
samapai dengan evaluasi pemanfaatan anggaran pembiyaan pendidikan

2. Untuk komite sekolah merupakan sebuah badan independen yang mewakili
masyarakat dalam pengelolaan sekolah secara transparan

3. Untuk warga sekolah dapat memberikan masukan, rekomondasi kepada satuan

pendidikan mengenai kebijakan program pendidikan



